
BUPATI BOGOR
PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSIPARIWISATA KABUPATEN BOGOR

BUPATI  BOGOR,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013
tentang Kepariwisataan, perlu
membentukPeraturanBupatitentang Tata Kerja, Persyaratan,
serta Tata Cara
PengangkatandanPemberhentianUnsurPenentuKebijakanBadan
PromosiPariwisataKabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja,
Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi
Pariwisata Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan
atasPeraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja,
Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi
Pariwisata Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2008 Nomor 7);



10. Peraturan....
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10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013
tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 72);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGTATA KERJA,

PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKANBADAN
PROMOSIPARIWISATA KABUPATEN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. DinasadalahDinasKebudayaandanPariwisataKabupaten

Bogor.
5. KepalaDinasadalahKepalaDinasKebudayaandanPariwisataKa

bupaten Bogor.
6. Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor yang selanjutnya

disebutBadanPromosiPariwisata Daerah adalah lembaga
swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan
promosi pariwisata di daerah.

7. Kepariwisataanadalahkeseluruhankegiatan yang
terkaitdenganpariwisatadanbersifatmultidimensisertamultidis
iplin yang munculsebagaiwujudkebutuhansetiap orang
dannegarasertainteraksiantarawisatawandanmasyarakatsete
mpat, sesamawisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
danpengusaha.

8. Usaha Pariwisataadalahusaha yang
menyediakanbarangdan/ataujasabagipemenuhankebutuhan
wisatawandanpenyelenggaraanpariwisata.



9. Unsur….
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9. UnsurPenentuKebijakanadalahpenentu yang
merumuskandanmenetapkankebijakanmengenaipelaksanaantu
gasBadanPromosiPariwisata Daerah.

10. UnsurPelaksanaadalahpelaksanakebijakan yang
menjalankantugasoperasionalBadanPromosiPariwisata Daerah.

11. WakilAsosiasiKepariwisataanadalahasosiasi/mitraSatuanKerjaP
erangkat Daerah seperti ASITA, PHRI, HPI, APJI dan lain-lain.

12. AsosiasiProfesiadalahasosiasiprofesi di bidangkepariwisataan.
13. PakarAkademisiadalahseseorang yang memilikikeahlian,

kemampuandanketerampilandalammendorong/menggerakanke
pariwisataan.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2
StrukturorganisasiBadanPromosiPariwisata Daerah terdiridari 2
(dua) unsur, yaitu:
a. unsurpenentukebijakan; dan
b. unsurpelaksana.

Pasal 3
(1) Unsur Penentu Kebijakan BadanPromosiPariwisata Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2huruf a, berjumlah 7
(tujuh) orang  anggota yang terdiri dari :
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b. wakil asosiasi profesi 1 (satu) orang; dan
c. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2) Unsur Penentu Kebijakan BadanPromosiPariwisata Daerah
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
dan Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang
dipilih daridan oleh anggota.

Pasal 4
(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf b, dibentuk, ditetapkandandiangkat oleh unsur Penentu
Kebijakan BadanPromosiPariwisataDaerah untuk menjalankan
tugas operasional BadanPromosiPariwisata Daerah.

(2) Unsur….
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(2) UnsurpelaksanapadaBadanPromosiPariwisatadipimpinolehseoran
gdirektureksekutifdengandibantuolehbeberapadirektursesuaideng



ankebutuhan.
(3) UnsurpelaksanaBadanPromosiPariwisata Daerah

wajibmenyusuntatakerjadanrencanakerja.
(4) MasakerjaunsurpelaksanaBadanPromosiPariwisata Daerah paling

lama 3 (tiga) tahundandapatdiangkatkembaliuntuk 1 (satu) kali
masakerjaberikutnya.

(5) Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan
pemberhentian unsur pelaksana diatur
denganPeraturanBadanPromosiPariwisata Daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 5

(1) BadanPromosiPariwisata Daerah mempunyaitugassebagaiberikut
:
a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan

penerimaan devisa di daerah;
c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan

pembelanjaan di daerah;
d. mengalang pendanaan darisumberselainAnggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan
bisnis pariwisata.

(2) Dalammelaksanakantugasnya, BadanPromosiPariwisataDaerah
mempunyaifungsisebagai:
a. kordinatorpromosipariwisata yang dilakukanduniausaha di

daerah; dan
b. mitrakerjapemerintahdaerah.

Pasal 6
BadanPromosiPariwisata Daerahmempunyaikewajibansebagaiberikut
:
a. memilikiAnggaranDasardanAnggaranRumahTangga;
b. menyelenggarakanrapatkoordinasipaling sedikitsetiap1 (satu)

tahunsekalidenganmelibatkanpemangkukepentingan;
c. setiap….
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c. melaporkanpelaksanaantugassecaraberkalasetiap6 (enam)

bulansekalidansewaktu-



waktuapabiladiperlukankepadaBupatimelaluiKepalaDinas; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati yang

anggarannyabersumberdari APBD maupun Non-APBD.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 7
Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan
BadanPromosiPariwisata Daerahadalahsebagaiberikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. berdomisilidanmemilikiKartuTandaPenduduk Daerah;
c. sehatjasmanidanrohani;
d. memahamisepenuhnyaasas, fungsidantujuankepariwisataan di

daerahberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan;
e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas

yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang
kepariwisataan;

f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung
jawab; dan

g. membuat pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota
BadanPromosiPariwisata Daerah.

BAB V
PENGANGKATAN

Pasal 8
(1) Perwakilan dari asosiasiyang duduk dalam keanggotaan Unsur

Penentu Kebijakan BadanPromosiPariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan
kepada KepalaDinas oleh Ketuamasing-masing asosiasi sebanyak
2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

(2) Pakar/akademisi yang dudukdalamkeanggotaan Unsur Penentu
Kebijakan BadanPromosiPariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) huruf c
diusulkankepadaKepalaDinasolehPerguruanTinggimasing-
masingsebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 9….
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Pasal 9
(1)Terhadapusulankeanggotaan Unsur Penentu Kebijakan

BadanPromosiPariwisata Daerah



sebagaimanadimaksuddalamPasal 8, KepalaDinasmembentuk
Tim Seleksi.

(2)Tim seleksisebagaimanadimaksudpadaayat (1)
bertugasuntukmelakukanseleksidanmemberikanpertimbanganter
hadapusulankeanggotaan
UnsurPenentuKebijakanPromosiPariwisata Daerah
kepadaKepalaDinas.

(3)Berdasarkanhasilseleksidanpertimbangan Tim
Seleksisebagaimanadimaksudpadaayat (2)
KepalaDinasmengusulkankeanggotaanUnsurPenentuKebijakanBa
dan PromosiPariwisata Daerah kepadaBupati untuk
diangkatdanditetapkandengan masa tugas paling lama 4 (empat)
tahun.

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 10
(1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BadanPromosiPariwisata

Daerah berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas

persetujuan asosiasi yang diwakilinya;
c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus  asosiasi;
d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan bertutut-turut.

(2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu
KebijakanBadanPromosiPariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang
anggotanyamerupakanperwakilanasosiasi diusulkan kepada
Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan
musyawarahpaling lambat 45 (empat puluh lima) hari
kalendersejakmusyawarahdilakukan.

(3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu
KebijakanBadanPromosiPariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang
anggotanyamerupakanpakar/akademisi diusulkan kepada Kepala
Dinas olehperguruantinggi yang terkait berdasarkan
musyawarahpaling lambat 45 (empat puluh lima) hari
kalendersejakmusyawarahdilakukan.

(4) Usulan….
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(4) Usulanpemberhentiananggotasebagaimanadimaksudpadaayat (2)

danayat (3)
diusulkanbersamaandenganusulancalonpenggantianggota Unsur
Penentu KebijakanBadanPromosiPariwisata Daerah.

Pasal 11
Berdasarkanusulanpemberhentiandanusulancalonpenggantianggota
UnsurPenentu KebijakanBadanPromosiPariwisata
DaerahsebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (2), ayat (3)
danayat (4),
KepalaDinasmengusulkanpenetapanpemberhentiandanpengangkata
ncalonpenggantianggotaUnsurPenentu
KebijakanBadanPromosiPariwisata DaerahkepadaBupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Dinas melakukan pengawasandanevaluasiterhadappelaksanaan

tugasBadanPromosiPariwisata Daerah.
(2) Hasilpengawasandanevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1)

digunakansebagaibahanpertimbangandalampenyusunankebijaka
n, program kerjadankegiatanBadanPromosiPariwisata Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13
(1) Pembiayaan yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja

Negara (APBN) danAnggaranPendapatandanBelanja Daerah
(APBD) bersifathibahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

(2) Pembiayaansebagaimanadimaksudpadaayat (1),
diperuntukanuntukmembiayaikegiatan yang
berkaitandenganpromosikepariwisataan,
tidakdiperuntukanuntukpembayarangajidanoperasionalBadanPro
mosiPariwisata Daerah.

(3) Pembiayaan yang berasaldariAnggaranPendapatandanBelanja
Negara (APBN)
harusdiauditolehInspektoratJenderalKementeriandanKebudayaan
danPariwisatadan/atauBadanPemeriksaKeuangan (BPK)
dan/atauBadanPemeriksaKeuangandan Pembangunan (BPKP)
apabiladiperlukan.



(4) Pembiayaan….
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(4) Pembiayaan yang berasaldariAnggaranPendapatandanBelanja

Daerah (APBD) harusdiauditolehInspektoratKabupaten Bogor
dan/atauBadanPemeriksaKeuangan (BPK)
dan/atauBadanPemeriksaKeuangandan Pembangunan (BPKP)
apabiladiperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

H
ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR



NOTA DINAS

Kepa
da

: Yth.Bupati Bogor

D a r
i

: Sekretaris Daerah

Nomo
r

: Nota/Per-UU/XI/2013

Tang
gal

: Nopember2013

Perih
al

: Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati
tentangTata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara
PengangkatandanPemberhentianUnsurPenentuKebijakanBadanProm
osiPariwisataKabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentangTata Kerja,
Persyaratan, serta Tata Cara
PengangkatandanPemberhentianUnsurPenentuKebijakanBadanPromosiPariwis
ataKabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya naskah peraturan ini, adalah bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, perlu
membentukPeraturanBupatitentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara
PengangkatandanPemberhentianUnsurPenentuKebijakanBadanPromosiPariwis
ata Kabupaten Bogor.

Demikian,
apabilaBapakberkenanNaskahPeraturanterlampirdapatditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM
Pembina UtamaMuda



NIP. 19600904 1989031005


